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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak  menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva 

Edison) 

 

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan  untuk 

merubah dunia.” (Neson Mandela) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan 

daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan 



membedakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan 

sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah. 

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah berpengaruh untuk pembangunan 

nasional, pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya membantu meningkatkan daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan 

dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan 

kesatuan bangsa. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya 

merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan 

semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di 

dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh 

kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.  

 

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

selain memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan 

mendayagunakan potensi yang dimiki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah dirasa 

lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah, yang mempunyai peluang 



untuk dikembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing daerah untuk 

selanjutnya diperbaiki. 

Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.   

Menurut Mardiasmo (2002:100) Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar seringkali dihadapkan dengan 

kendala-kendala saat pelaksanaannya, seperti yang sudah diamati di Kabupaten Empat Lawang, 

Kabupaten ini memiliki 2 Pasar yaitu Pasar Musi Raya Tebing Tinggi dan Pasar Tradisonal 

Modern (PTM) Pendopo, dengan kondisi pasar yang cukup memperihatinkan baik dalam 

kebersihan maupun ketertiban tempat berjualan. Begitupun dalam proses pemungutan retribusi 

pelayanan pasar masih banyak pedagang yang tidak menaati aturan untuk yang telah dibuat 

sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. 

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, 

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang 

diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya 

Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat 

Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Lahat. Kabupaten Empat Lawang berupaya mengembangkan 

mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk 



menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada 

masyarakat termasuk penyediaan pasar. Berdasarkan dokumentasi dilapangan, ditemukan 

beberapa permasalahan dalam pelayanan pasar : Kurang tegasnya sanksi yang sudah 

diberlakukan dalam penagihan retribusi pelayanan pasar yang menyebabkan adanya pedagang 

atau wajib retribusi menghindar dari bentuk penagihan retribusi. Dalam menjalankan retribusi 

pelayanan pasar, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan tiga jenis sanksi kepada 

kepada pedagang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, yaitu sanksi administrasi, denda, 

dan pidana berupa kurungan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya belum pernah diterapkan sanksi tersebut 

terhadap wajib retribusi yang melanggar karena masih menerepkan sistem kekerabatan atau 

kekeluargaan. 

Berikut hasil dokumentasi di lapangan yang menunjukkan bahwa keadaan pasar kurang 

baik. 

 

Gambar 1 Kondisi Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 



Dilihat dari dokumentasi diatas kios-kios pasar masih banyak yang kosong dan 

menyebabkan capaian hasil Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi di 

Kabupaten Empat Lawang belum optimal, Sehingga kurang maksimalnya penerimaan 

retribusi pelayanan pasar dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengelolaan dari Dinas Pengelolaan Pasar itu sendiri. Peran Pemerintah sangat menunjang 

sekali dalam peningkatan penerimaan retribusi pasar. Berikut tabel Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Di Kabupaten Empat Lawang : 

Tabel 1 Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang 

No. Tahun Target Retribusi Realisasi Persentase 

1. 2015 100.000.000,- 73.410.000,-      73% 

 
 

2. 2016 100.000.000,- 93.290.000,- 93% 

3. 2017 100.000.000,- 64.401.000,- 64% 

Sumber :Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang,2018 

Dari data pada tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar  

di Pasar Musi Raya Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2016 ke tahun 2017 

mengalami penurunan, maka diperlukan penelitian mengenai Bagaimana Pengelolaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagiamana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi? 



C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaiamana Pengelolaan Retribusi 

Pelayanan Pasar di Kabupaten Empat Lawang dapat optimal, serta bahan masukan untuk 

menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan atau pengembangan pasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan mengenai 

Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi keuangan negara. Karena masalah yang 

diteliti menyangkut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan 

retribusi pelayanan pasar di tebing tinggi. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pemikiran atau masukan untuk Pemerintah 

Daerah Kabupaten Empat Lawang khususnya di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dan 

UPTD Pasar dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi. 
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